
PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2010           

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 
93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa 
Tirta I perlu disesuaikan; 

  b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu 
melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas 
dan kegiatan  usaha Perusahaan  Umum (Perum) Jasa  
Tirta I; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Jasa Tirta I; 

Mengingat   : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 

(PERUM) JASA TIRTA I. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, yang selanjutnya 
disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara 
yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan 
Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 

2. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi 
dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.  

3. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan 
Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara 
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya 
dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam 
bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis 
operasional. 

4. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

5. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya 
pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi 
kebutuhan usaha. 

6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi 
kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal 
pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai 
kewenangan mengatur kebijakan sektor Sumber Daya 
Air.  

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung 
jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan 
dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik 
di dalam maupun di luar pengadilan. 

9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas 
melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan 
Perusahaan. 

        10. Pemeliharaan . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

 

- 3 -

10. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber  
air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk 
menjamin kelestarian fungsi sumber  air dan prasarana 
sumber daya air. 

11. Sumber Daya Air adalah air, sumber  air, dan daya air 
yang terkandung di dalamnya.  

12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami 
dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di 
bawah permukaan tanah.  

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya 
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya 
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian 
daya rusak air. 

14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan 
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran 
sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang 
dari atau sama dengan 2.000 km². 

15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau 
atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan 
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 
daratan. 

16. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai 
muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang 
pengalirannya oleh garis sempadan. 

17. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga 
listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik 
pemakaian. 

18. Sistem Penyediaan  Air Minum yang selanjutnya disebut 
SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan 
non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 

 

 

 
 

                      BAB II . . . 
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BAB II 
PENDIRIAN PERUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Dasar Hukum Pendirian 

 
Pasal 2 

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) 
Jasa Tirta, sebagaimana telah diubah dan diatur kembali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 
tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dilanjutkan 
berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 
Bagian Kedua 
Wilayah Kerja 

 
Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah 
melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka 
melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah 
Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja 
Perusahaan. 

(2) Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka Pengusahaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah Sungai 
Bengawan Solo secara utuh dari hulu sampai hilir. 

(3) Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka melaksanakan 
sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), 
meliputi : 
a.  Wilayah Sungai Kali Brantas, pada 40 (empat puluh) 

sungai yaitu Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, 
Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, 
Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali 
Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali 
Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, 
Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali 
Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, Kali 
Kedungsoko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, 
Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali 
Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali 
Wonokromo, Kali Kedurus, beserta prasarana 
Sumber Daya Air yang telah diserahoperasikan 
kepada Perusahaan. 

              b. Wilayah . . . 
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b.  Wilayah Sungai Bengawan Solo, pada 25 (dua puluh 
lima) sungai yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali 
Tirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, Kali 
Dengkeng, Kali Blora, Kali Ceper, Kali Ujung, Kali 
Lohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali Tempuran, 
Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, Kali 
Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali 
Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo, 
Kali Trinil, Floodway Plangwot-Sedayu  Lawas, 
beserta prasarana Sumber Daya Air yang telah 
diserahoperasikan kepada Perusahaan. 

(4) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden berdasarkan usul Menteri Teknis dan 
pertimbangan Menteri.  

 
Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab  

Pasal 4 

(1) Tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan 
Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi: 

a.  pelayanan Sumber Daya Air dalam rangka 
pemanfaatan Sumber Daya Air permukaan oleh 
pengguna; 

b.  pemberian jaminan pelayanan Sumber Daya Air 
kepada pengguna melalui pelaksanaan operasi dan 
pemeliharaan serta pembangunan prasarana Sumber 
Daya Air yang memberikan manfaat langsung; dan  

c.  pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada 
pengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenang 
untuk penyiapan rekomendasi teknis untuk 
Pengusahaan Sumber Daya Air. 

(2) Tugas dan tanggung jawab dalam rangka  melaksanakan 
sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3), meliputi: 

a.  pelaksanaan operasi atas prasarana Sumber Daya 
Air yang telah diserahoperasikan kepada 
Perusahaan; 

 
        b. pelaksanaan . . . 
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